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ABSTRAK

Keperawanan pada umumnya di Indonesia yaitu
selaput darahnya atau hymen masih utuhh/adanya darah
perawan. Konsep keperawanan dijadikan menjadi alasan
penipuan dan syigaq (percekcokan/perselisihan) sehingga
muncul stigma sebagai alasan-alasan untuk melakukan
pembatalan pernikahan. Pembatalan pernikahan atau fasakh
disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan
syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan dan
disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga
yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.
Kajian ini ditujukan untuk meluruskan stigma mengenai
konsep keperawanan dalam kasus pembatalan pernikahan
antara perspektif hukum Islam dan perspektif feminisme.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan
(library research). Metode penelitian dengan deskriptif.
Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan content
analysis.

Penelitian ini menunjukkan: Menurut hukum Islam
keperawanan adalah perempuan yang belum pernah
melakukan hubungan badan baik secara haram (zina) maupun
secara halal (menikah) maka perempuan ini disebut perawan.
Seseorang dianggap tidak perawan jika telah melakukan
hubungan badan diluar nikah. Sementara menurut feminisme
keperawanan adalah wilayah privasi, namun perawan masih
dilihat dari keutuhan selaput dara atau hymen dan belum
pernah melakukan hubungan badan, karna itu seseorang yang
hymennya robek baik karena alasan medis maupun telah
melakukan hubungan badan tidak dapat dianggap sebagai
perempuan yang tidak perawan. Maka perspektif hukum
Islam dan feminisme memandang konsep keperawanan
adalah perempuan yang belum pernah melakukan hubungan
badan atau memiliki selaput dara yang masih utuh sebelum
adanya pernikahan.

Konsep keperawanan antara dua sistem hukum atau
pandangan ini akan berimplikasi kepada pandangan
ketidakperawanan dalam kasus pembatalan pernikahan.



Menurut hukum Islam pembatalan pernikahan bisa dilakukan
karna tidak perawan jika wanita tersebut tidak berterus terang
bahwa sebelum pernikahan pernah melakukan zina atau
bercerita tentang kejadian hilangnya perawan dengan unsur
medis dan tidak adanya kerelaan serta keridhaan laki-laki
untuk melanjutkan pernikahan, sementara menurut feminisme
meskipun mengakui konsep keperawanan namun tidak
mengakui ketentuan pembatalan pernikahan dengan alasan
ketidakperawanan baik dalam kondisi wanita tersebut telah
melakukan hubungan sexual apalagi dalam kondisi hilangnya
perawan dengan alasan kecelakaan, jatuh, menstruasi yang
menyebabkan robeknya hymen karna bagi feminisme itu
adalah hak untuk perempuan dalam menyerahkan
keperawanan dan hak perempuan untuk menikah dengannya
dan dia punya hak untuk tidak mengatakan kepada suaminya
tentang masalalunya.

Kata Kunci : Keperawanan, Hukum Islam,
feminisme , pembatalan pernikahan.
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MOTIO

Terus mendengar dan terus belajar,
Mintalah nasehat dan terimalah Ryitik yang membangun.
RendahRan hati, jangan pernah merasa pintar !
Belajar lagi, belajar terus, belajar sampai nafas terhenti.
Jadilah hebat, jangan lemah, harus tahan dengan lelahnya belajar Rarena
Jjangan sampai merasakan perihinya Rebodohan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari
kata nikak (z%) yang menurut bahasa artinya
mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk
arti bersetubuh (warhi). Kata “nikah” sendiri sering
dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga arti akad
nikas. Pernikahan adalah konsep yang luas selain
menghalalkan yang saram dengan jalan ijab dan gabul.

Pernikahan juga sebagai akad yang menimbulkan
akibat hukum berupa halal-nya melakukan persetubuhan
antara laki-laki dan perempuan, serta tolong menolong dan
menimbulkan hak dan kewajiban.? Adapun manusia sebagai
makhluk biologis yang membutuhkan penyaluran hasrat
bathinnya sebagaimana hak dan kewajiban dalam pernikahan
yaitu memenuhi nafkah lahir dan nafkah bathin.

Tujuan pernikahan diantaranya untuk memenubhi
kebutuhan  manusia  menyalurkan ~ syahwatnya dan
menumpahkan kasih sayangnya, dengan perkawinan maka
manusia dapat menyalurkan hasrat biologisnya. Pada awal

mula pernikahan sejak ijab-gabul, maka akan ada aktivitas

! Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana,
2012), Cet.Ke-5, him. 8.

2 Muhammad Abu Zahra, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, (Qahirah:
Dar al-Fikr al-*Arabi, 1957), him. 19.



hubungan suami istri. Hubungan suami istri yang dalam
pandangan umum sering disebut dengan “Malam Pertama”
atau “Bulan Madu”. Malam pertama sebenarnya lebih identik
dengan saat terjadinya senggama yang pertama kali.

Pada malam pertama inilah muncul statement jika
seorang perempuan disebut perawan adalah yang pada saat
malam pertama atau pada saat berhubungan suami-istri untuk
pertama kali adanya pendarahan (darah perawan). Dalam
pernikahan ada nilai yang dilekatkan kepada perempuan
terkait keperawanan atau idealisasi tentang selaput dara.
Sehingga dengan padangan seperti ini menjadi stigma bagi
sebuah pernikahan khususnya perempuan ketika tidak dapat
membuktikan adanya darah perawan ketika berhubungan
pertama kali. Akibatnya adalah perempuan atau istri tersebut
akan diceraikan dan dipulangkan kepada keluarga dan akan
terjadi pembatalan pernikahan.

Keperawanan dalam  kenyataannya  memiliki
berbagai konsep yakni pada umumnya di Indonesia konsep
perempuan perawanan yaitu selaput darahnya masih utuh dan
belum sobek ketika berhubungan pertama kali sebagai suami
istri, konsep lain mengatakan bahwa seorang perempuan
dianggap masih perawan apabila belum memiliki buku nikah
dan belum pernah melakukan ikatan pernikahan, dan konsep
yang mengatakan bahwa perempuan yang perawan yakni

sudah melakukan pernikahan, sudah berhubungan badan



dengan suami tetapi belum pernah melahirkan dan hamil.
Berbagai konsep diatas sering menjadi stigma sebagai alasan-
alasan untuk melakukan pembatalan pernikahan.® Dalam
Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pembatalan
pernikahan Pasal 72 ayat (2) :
“ Seorang suami atau isteri dapat mengajukan
permohonan pembatalan perkawinan apabila pada
waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan
atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.*
Serta perceraian pada Kompilasi Hukum Islam BAB
XVI Putusnya Perkawinan terdiri dari beberapa pasal,
terutama pada pasal 116 ayat (f):
“Antara suami istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.”
Menurut ketentuan pasal ini, jika suami istri
berselisin dan bertengkar terus menerus dan tidak mungkin
rukun kembali, salah satu atau kedua belah pihak dapat
mengajukan cerai. Perselisihan dan pertengkaran yang
membuat pasangan tidak bisa hidup rukun dalam ilmu hukum
disebut Onheelbare Twesspalt. Perselisihan dan pertengkaran

ini sebagai dasar mengajukan cerai bukan hanya dikenal

® Wawancara dengan Bapak Rojudin, S.Ag., M.Ag. Hakim
Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Pada tanggal 28 Januari 2019.

* Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi
Hukum Islam, Bab XI, Pasal 72 ayat (2).

> Ibid, Pasal 116 ayat (f)



dalam UU Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam, pada
hukum adat pun perceraian bisa timbul karena terjadi
penganiayaan oleh suami terhadap isteri, pencederaan yang
tak putus-putus dan tak mungkin diperbaiki lagi, cacat badan
dan penyakit yang tidak sembuh, serta rasa benci antara
suami istri.®

Pembatalan pernikahan atau fasakh disebabkan oleh,
pertama disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenubhi
rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
Dan kedua disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan
rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu
dilanjutkan.” Dikabulkannya pembatalan pernikahan dengan
alasan ini merupakan hal yang sifatnya relatif dan bersifat
non indikator atau tidak memiliki sesuatu yang dapat
dijadikan sebagai bahan petunjuk (pasal karet) karena tidak
memiliki tolak ukur yang berlaku, sehingga cenderung
mudah untuk diajukan di depan persidangan. Selain itu pada
prinsipnya Islam melarang perceraian serta tidak memberi
peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal

yang darurat.

® Hukum Online, “Bahasa Hukum: Onheelbare Tweespalt
dalam Doktrin dan Yurisprudensi,” http://m.hukumonline. com/ berita/
baca/lt4f7ab5bef40e2/ionheelbare-tweespalt-i-dalamdoktrindan  yurispru
densi. html , akses 3 April 2019.

" Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia,
Antara Figh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta:
Kencana, 2006), him. 253.



Dalam UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.® Tujuan perkawinan
menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan
yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga
ideal yang damai dan sejahtera dan bahagia.® Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa: Perkawinan
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah mawaddah warahmah.*®

Kajian ini ditujukan untuk meluruskan stigma
mengenai konsep keperawanan dalam kasus pembatalan

pernikahan tersebut dengan komprehensif'

antara perspektif
hukum Islam dan perspektif feminisme. Hukum Islam
memandang masalah dari sudut legal formal,** dalam bidang
pemikiran hukum Islam dapat dibagi menjadi empat jenis:

kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama,

8 |bid, Pasal 1.

® Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang
Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
(YYogyakarta: Liberty, 2004), him. 12.

' Ibid, Pasal 3.

1 Kom.pre.hensif/ kompréhénsif/a 1 bersifat mampu
menangkap (menerima) dengan baik; 2 luas dan lengkap (tentang ruang
lingkup atau isi; 3 mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas.
https://kbbi.we.id/komprehensif.html

2 Koko Abdul Kodir, Metodologi Studi Islam, (Bandung:
Pustaka Setia, 2014), him. 113.



peraturan perundang-undangan di negeri-negeri Muslim dan
fatwa-fatwa ulama. Dalam Islam pernikahan merupakan
suatu ikatan yang harus diupayakan terjalin utuh. Bahwa
pernikahan berarti telah membuat suatu ikatan yang sangat
kuat dan suci yaitu mzsagan Galizan.

Feminisme sendiri merupakan suatu gerakan yang
menyuarakan dan mengupayakan keadilan dan kesetaraan
dalam gender. Feminisme memiliki aliran-aliran serta teori
yang berbeda namun tujuannya sama yakni menghapuskan
sistem patriarki untuk mencapai kesetaraan gender.'®* Dalam
hal ini feminisme aliran radikal —~mengemukakan
kekecewaannya pada faham patriarkhi yang menjadikan
wanita sebagai objek dalam hubungan seksualitas, keinginan
untuk menyetarakan gender dalam sebuah hubungan
diperkuat dengan pemikiran aliran ini untuk tidak menjadikan
sebuah hubungan hanya dalam cakupan objek maupun
subjek. Fokus terhadap tubuh dalam aliran ini, yakni fokus
terhadap tubuh berkaitan dengan pertimbangan ulang
terhadap hubungan antara seks dan gender.**

Berdasarkan hukum Islam dan feminisme dalam
memandang  pernikahan tersebut haruskah  seorang

perempuan membuktikan dengan adanya pendarahan saat

3 Nassaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif
Al-Qur’an, (Jakarta: Paramadina, 2001), him. 64.

* Jackson, Stevi, dan Jackie Jones, Teori-Teori Feminis
Kontemporer, (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), him. 136.



berhubungan suami istri dan apakah masalah keperawanan
dapat dijadikan alasan dalam kasus pembatalan pernikahan.
Pemilihan kedua perspektif ini bertujuan agar hasil penelitian
yang digunakan tidak mengedepankan kepentingan individu
tanpa memandang nilai-nilai dalam agama dan masyarakat,
penelitian dilakukan untuk saling menguatkan untuk
meluruskan stigma dalam memandang keperawanan.
Berdasarkan dari problematika yang telah dipaparkan di atas,
penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul “Konsep Keperawanan Dalam Kasus Pembatalan

Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Feminisme”.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagaimana
yang telah diuraikan pada latar belakang masalah maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep keperawanan dalam pernikahan
perspektif hukum Islam dan feminisme?
2. Apakah konsep keperawanan dapat menjadi alasan
untuk pembatalan pernikahan menurut perspektif

hukum Islam dan feminisme ?



C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Tujuan penelitian ini ialah:

a. Untuk menjelaskan mengenai konsep keperawanan
dalam perkawinan dengan menggunakan perspektif
hukum Islam dan feminisme.

b. Untuk menjelaskan konsep keperawanan apakah
dapat menjadi alasan pembatalan pernikahan dengan
menggunakan  perspektif hukum Islam dan
feminisme.

2. Kegunaan
Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan untuk ilmu pengetahuan (teoritis)

Kegunaan keilmuan penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran keilmuan yang lebih luas serta untuk
memperkaya khazanah keilmuan mengenai  konsep
keperawanan dalam  kasus pembatalan  pernikahan,
memahami konsep keperawanan dalam kedudukannya
didalam keberlangsungan pernikahan, dan mengetahui
perspektif hukum Islam dan feminisme.

b. Kegunaan untuk masyarakat (praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi
dalam pemikiran dan kajian serta memberi gambaran yang
jelas tentang konsep keperawanan secara ilmiah dengan

konsep keperawanan secara hukum dalam masyarakat agar



dapat membantu meminimalisir terjadinya pembatalan

pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Penulis menemukan literatur untuk melengkapi
penelitan ini, sebagai kajian-kajian terdahulu yang berkenaan
dengan penelitian. Berikut yang menjadi telaah pustaka pada
penelitian ini ialah:

Dalam penelitian studi putusan oleh Andhika
Bintara Nugroho, menyebutkan bahwa perceraian yang
disebabkan alasan ketidakperawanan, dalam hukum Islam
tidak diatur secara detail. Hasil penelitian tersebut
menyebutkan ketidakperawanan dapat dijadikan alasan
perceraian karena yang diterapkan hakim adalah
ketidakperawanan tersebut menjadi penyebab perselisihan
dan pertengkaran sehingga telah memenuhi syarat dalam
pasal 19 f PP No0.9/1975 dan pasal 116 KHI serta
pertimbangan hakim untuk menciptakan keadilan dan
kemaslahatan bagi para pihak.™

Studi analisis yang dilakukan oleh Miftahul Jannah
hampir sama dengan penelitian Andhika , dalam penelitian
Miftahul menyebutkan bahwa terkait dalam fikih, tidak

disebutkan alasan perceraian karena tidak perawan. Namun

> Andhika Bintara Nugroho, Ketidakperawanan Sebagai
Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman
Dalam Perkara No. 147/Pdt.G/2006/Pa.Smn), Skripsi tidak diterbitkan,
Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
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faktanya, perceraian dapat dilakukan akibat syigaq karena
seorang perempuan tidak perawan. Adapun penelitian ini
secara khusus menganalisis Putusan Mahkamah Syar’iyah
Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir. Hasil penelitian
menyebutkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim
yaitu merujuk pada dua ketentuan, yaitu hukum Islam dan
hukum positif.*°

Adapun dari sudut feminisme kajian yang dilakukan
oleh Ery Agus Kurnianto, secara umum menyebutkan dalam
penelitian ini  terkait konstruksi budaya patriarki,
keperawanan adalah simbol dari kepribadian seorang
perempuan. Dengan melihat pandangan keperawanan empat
tokoh perempuan yang terdapat dalam novel Sanie B.
Kuncoro. Hasil penelitiannya bahwa keperawanan dianggap
sebagai harga diri perempuan yang tidak dapat dinilai secara
materi berapa pun jumlahnya. Keperawanan adalah harta
perempuan yang dibawanya sejak lahir. Oleh karena itu,
seorang perempuan berhak untuk memberikannya kepada
siapa pun yang ia pilih tanpa adanya interferensi dari

konstruksi budaya patriarki.*’

16 Miftahul Jannah, Perceraian Akibat Tidak Perawan (Analisis
Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyahBireuen Nomor
0223/Pdt.G/2015/Ms Bir), Skripsi tidak diterbitkan, Darussalam-Banda
Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
2017.

' Ery Agus Kurnianto, “Pandangan Empat Tokoh Perempuan
Terhadap Virginitas Dalam Novel Garis Perempuan Karya Sanie B.
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Studi penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh
Amelia Haryanti, menyebutkan dalam penelitian ini secara
umum membahas proses penyelesaian sengketa pembatalan
perkawinan karena adanya penipuan mengenai status istri.
Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dalam putusan
Pengadilan Agama Makassar Nomor 1098/Pdt.G/ 2011/ PA.
Mks dalam menentukan putusan hakim menjatuhkan putusan
verstek dengan mengabulkan permohonan Pemohon. Dan
sebagai akibat hukum karena pembatalan perkawinan adalah
perkawinan antara Pemohon dan Termohon dianggap tidak
pernah ada, dan putusan pembatalan perkawinan tersebut
berlaku surut terhadap anak luar kawin.*®

Secara psikologi, Ani Putri Wahyuni, dalam
penelitiannya mendiskripsikan lebih dalam mengenai
kecemasan yang dialami oleh wanita yang sudah tidak
perawan dalam menghadapi calon suami. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kecemasan
lalah perasaan berdosa karena telah berhubungan seksual

sebelumnya, kekhawatiran apabila calon suami mengetahui

Kuncoro: Perspektif Feminis Radikal,” Jurnal Kandai, Semarang: Balai
Bahasa Jawa Tengah, Vol. 13, No. 2, November, 2017.

® Amelia Haryanti, “Penyelesaian Sengketa Pembatalan
Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri,” Jurnal Pendidikan
Kewarganegaraan, Pamulang: Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan,
Universitas Pamulang, Vol. 4, No. 2, September, 2017.
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tentang ketidak perawanannya serta akan mempermalukan
keluarga.™

Kajian pendidikan reproduksi atau kesehatan yang
dilakukan oleh Dewa Ayu Putu Mariana Kencanawati dan
Zahroh Shaluhiyah, menyebutkan terkait mitos mengenai
seksualitas yang sebagian besar adalah keliru dan banyak
diyakini remaja. Hal ini mengakibatkan remaja mencari
sumber informasi seks pada media salah satunya adalah
melalui majalah. Majalah GADIS merupakan majalah remaja
putri pertama dan memiliki pembaca yang banyak. Hasil
penelitiannya menyebutkan majalah GADIS telah memuat
beberapa mitos keliru mengenai seks dan memberikan
penjelasan secara singkat,namun berdasarkan triangulasi
ternyata pembaca GADIS masih meyakini mitos tersebut
sebagai sebuah kebenaran.?

Kajian mengenai syarat pernikahan yang dilakukan
olen Khoirul Amin, dalam penelitiannya mengkaji terkait
persyaratan pengarsipan sebelum menikah sudah sering
dijumpai, tetapi persyaratan pengarsipan keperawanan yang

diajukan oleh suami belum lazim. Jadi akan mencoba menilai

¥ Ani Putri Wahyuni, Kecemasan Pada Wanita Yang Sudah
Tidak Perawan  Dalam Menghadapi Calon Suami, Skripsi tidak
diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
Dewa Ayu Putu Mariana Kencanawati dan Zahroh
Shaluhiyah, “Mitos Seks dan Keperawanan dalam Majalah GADIS
Periode Tahun 2006-2012,” Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia,
Semarang: Poltekkes Kemenkes Kupang dan Magister Promosi
Kesehatan, Universitas Diponegoro Vol. 8, No. 1, 2013.
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dari perspektif maslahah terkait hak-hak khiyar yang
diperoleh seorang suami ketika ditemukan bahwa istrinya
tidak memiliki keperawan lagi. Hasil tersebut menyebutkan
pengajuan syarat memiliki akibat hukum munculnya khiyar.
Sebab meskipun tanpa mengacu pada pendapat yang
mengatakan bahwa tidak perawan adalah aib, mayoritas
empat madzhab sudah banyak yang menyatakan keabsahan
syarat tersebut. Namun meskipun demikian, menilik dari segi
mafsadah dan mashlahat yang secara kualitas bisa dikatakan
lebih unggul dengan adanya tendensi konsepsi tentang
ta’arud, sedikit banyak hal itu dapat memberikan batas dalam
tataran parktisnya. Belum lagi bila dikaitkan dengan aspek
psikologis yang di derita oleh pihak istri dan tentunya
keluarga bila nantinya benar-benar hak perceraian yang
dipilih.#

Kajian perbandingan dengan menelisik Hak Asasi
Manusia yang dilakukan oleh M. Soaleh J, menyebutkan hal
ini terkait tes keperawanan pada perempuan sempat mencuat
dikalangan masyarakat yang membuat resah para perempuan.
Tes tersebut dilakukan demi tercapainya suatu tujuan tanpa
memperhatikan hak-hak fundamental seorang perempuan.

Keberadaan tes keperawanan menjadi sesuatu yang

21 Khoirul Amin, “Tinjaun Maslahah Atas Hak Khiyar Terkait
Syarat Keperawanan,” Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Jombang:
Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Bani Fattah
(laibafa), Tafaqquh; Vol. 3, No. 1, Juni, 2015.
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merendahkan martabat serta merupakan sebuah kekerasan
dan diskriminasi bagi seorang perempuan. Hasil penelitian
tersebut menyebutkan bahwa hal ini merupakan suatu
pelanggaran hak asasi manusia bagi perempuan yang
menjalani tes tersebut. Dalam pasal 7 Konvensi Internasional
tentang hak sipil dan politik serta dalam pasal 16 Konvensi
menentang penyiksaan yang dijelaskan bahwa larangan untuk
melakukan kekejaman, tindakan tidak manusiawi, serta
merendahkan martabat seseorang. Hal-hal yang menyangkut
tentang hak-hak  perempuan terkhusus pada hak
reproduksinya perlu dilindungi dan dihormati tanpa
memandang perbedaan kelompok, ras, agama, dan lain-lain.??

Kajian lapangan yang dilakukan oleh Sartika U. O.
Sirait, F. J. O Pelealu, Dan Sulaemana Engkeng, Di SMA
Negeri 9 menjelaskan dalam penelitian ini  bahwa meninjau
masalah yang berkembang mengenai mitos keperawanan
yang tidak benar dikalangan remaja serta untuk mengetahui
hubungan antara mitos keperawanan dengan pengetahuan
kesehatan reproduksi remaja Di SMA Negeri 9 Manado.
Hasil penelitian menyebutkan didapati bahwa 51,5 %
responden memiliki mitos keperawanan baik dan 55,7 %

memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi remaja yang

2 M. Soaleh J, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Tes
Keperawanan Menurut Ham Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan),
Skripsi tidak diterbitkan, Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin
Alauddin, 2017.
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baik. Terdapat hubungan mitos keperawanan dengan
pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (p value 0,025).%3

Kajian Mahrunnisa dalam sebuah penelitian
membahas tentang pentingnya memilih calon istri dengan
melihat status keperawanan seorang perempuan dengan
mengingat bahwa keperawanan merupakan sebuah mahkota
bagi kaum perempuan yang hanya bisa mereka berikan
kepada pasangannya yang telah memiliki status resmi dalam
hal ini ikatan pernikahan. Hasil penelitiannya menyebutkan
menurut medis, keperawanan seorang perempuan bisa dilihat
berdasarkan selaput dara meskipun pemahaman banyak orang
mengenai selaput dara cenderung berbau mitos daripada
faktanya, menurut agama Islam sangat menganjurkan agar
para wanita menjaga kehormatan mereka, dan selanjutnya
menurut masyarakat memahami virginitas bagi seorang
perempuan.®*

Kajian ini menekankan pada pandangan hukum
Islam dan feminisme mengenai konsep keperawanan dalam

pernikahan, bersifat komparatif. Artinya hukum Islam

# sartika U. O. Sirait, F. J. O Pelealu, dan Sulaemana
Engkeng, Hubungan Antara Mitos Keperawanan dengan Pengetahuan
Kesehatan Reproduksi Remaja Di SMA Negeri 9 Manado Relationship
between the Myth of Virginity with Adolescent Reproductive Health
Knowledge, Jurnal, Bidang Minat Administrasi Kebijakan Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, 2013.

% Mahrunnisa, Urgensi Virginitas Bagi Kaum Pria Dalam
Memilih Calon Istri (Studi Analisis Terhadap Masyarakat Tegal Rotan
Kelurahan Sawah Baru, tanggerang Selatan), Skripsi tidak diterbitkan,
Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum, 2010.
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dipandang dalam konteks moralitas, adapun feminisme
sebagai gerakan perempuan atas diskriminasi fisik dalam
pernikahan. Dan menganalisis apakah konsep keperawan
dapat menjadi alasan pembatalan pernikahan. Penelitian ini
menegaskan pentingnya perspektif hukum Islam dan
feminisme untuk membantah konsep keperawanan tersebut

sebagai upaya mencegah pembatalan pernikahan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam hal ini penulis memakai kerangka teori, yaitu
sebagai berikut:

1. Teori Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan
didasarkarkan olen wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah
tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan
diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang
beragama Islam. Bahwa hukum Islam mencakup hukum
syari’ah dan hukum figh. Hukum Islam mengacu terhadap
pandangan hukum yang bersifat teleologis, artinya hukum
yang diciptakan karena mempunyai maksud dan tujuan
terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagian di akhirat.?

Syari’ah Islam merupakan kode hukum sekaligus
kode moral. Hukum Islam merupakan pola yang luas tentang

tingkah laku manusia berasal dari otoritas kehendak Allah.

% Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos
Wacana llmu, 1997), him. 12.
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Ketentuan ini menjadikan garis pemisah antara hukum dan
moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas
sebagaimana pada umumnya. Kepentingan dan signifikansi
semacam inilah yang melekat dengan keputusan ulama
(fatwa). Hukum Islam juga memiliki kekuatan untuk
mengatur persoalan yang mencakup persoalan hidup manusia
dalam hal keyakinan, ibadah, ritual dan hukum?®.

Penelitian ini diharapkan dengan memakai teori
hukum Islam dapat menjawab mengenai konsep keperawanan
dalam kasus pembatalan pernikahan sebagai kerangka teori
hukum untuk menganalisis konsep tersebut dengan hukum
Islam selayaknya dapat disesuaikan dengan bahan hukumnya.

2. Teori Feminisme

Teori-teori feminis sangatlah beragam, dan telah
berubah secara dramatis sejak awal kemunculannya. Teori-
teori tersebut mempunyai kesamaan dalam fokus mengenai
penindasan terhadap wanita di dalam masyarakat. Namun
teori-teori itu berbeda dalam defenisi tentang penyebab-
penyebab penindasan wanita itu, serta cara-cara pemecahan
yang ditawarkannya bagi perubahan sosial atau individual.
Kerangka teori feminis yang penulis akan gunakan adalah

sebagai berikut :

% Moh. Dahlan, Abdullah Ahmed An-Na'’im; Epistemoogi
Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), him.92.
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a. Teori Feminisme Liberal

Teori  feminisme  liberal  dalam  teorinya
mengasumsikan apabila seorang wanita diberi akses yang
sama untuk bersaing, mereka akan berhasil. Kaum feminisme
liberal sangat khusus mengabaikan suatu analisis yang
sistematis  mengenai  faktor-faktor  struktural, dan
menganggap bahwa rintangan-rintangan sosial dapat diatasi
oleh usaha individual dan campur tangan pemerintah. Mereka
juga mengabaikan cara-cara bagaimana diskriminasi sosial
dan institusional bisa mempengaruhi pilihan-pilihan
individual, sehingga menciptakan pola ketidakadilan.?’

b. Teori feminisme radikal

Teori feminisme radikal ~—memiliki  berbagai
perspektif yang dalam gambarannya bahwa wanita ditindas
oleh sistem-sistem sosial patriarkis, yakni penindasan-
penindasan yang paling mendasar. Penindasan berganda
seperti rasisme, eksploitasi jasmaniah, heterosisme, dan
kelas-isme. Terjadi secara signifikan dalam hubungannya
dengan penindasan patriarkis. Agar wanita terbebas dari
penindasan perlu mengubah masyarakat yang berstruktur

patriarkis.?®

27 Jane C Ollenburger dan Helen A. Moore, Sosiologi Wanita
(A Sociology Of Women), Penerjemah: Budi Sucahyono dan Yan
Sumaryana, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) Cet. Ke-2, him. 21.

% bid, him. 27.
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c. Teori Feminisme Marxis
Teori femisme marxis memiliki anggapan bahwa
kapitalisme atau penindasan kelas merupakan penindasan
utama. Penindasan kelas khususnya dikaitkan dengan cara
kapitalisme menguasai wanita dalam kedudukan-kedudukan
yang direndahkan.?
d. Teori Feminisme Sosialis
Teori feminisme sosialis dalam pandangnya bahwa
baik patriarki maupun kelas dianggap merupakan penindasan
utama. Suatu bentuk penindasan tidaklah mencontohkan
bentuk penindasan lain sebelumnya. Feminisme ini meliputi
pemusatan dan pengarahan kembali, oleh feminisme terhadap
pendekatan historis Marxian untuk memahami struktur
penindasan wanita, terutama dalam kaitannya dengan struktur
jenis kelamin, keluarga, dan hierarki pembagian Kkerja
seksual.*
e. Teori Feminisme Kultural
Teori  feminisme kultural, fokusnya adalah
pandangan bahwa feminitas merupakan bentuk perilaku
manusia yang paling diperlukan. Untuk menoleh pandangan
ideal melalui maskulinitas, dan cap-cap yang diberikan pada

feminitas oleh dunia patriakis, kaum feminis kultural

2 1bid, him. 25
%0 Ibid, him. 29.
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mendefenisikan kembali feminis dalam suatu kerangka
positif.*
f. Teori Feminisme Modern

Feminisme pernah  menjadi gerakan yang
menyatukan perempuan; itu memberdayakan mereka untuk
mencari kesetaraan, untuk mencari otonomi dan untuk
mencari peluang. Keindahan dan kekuatan feminisme telah
hilang. la telah mengisolasi diri dari perempuan yang diklaim
mendukung. Feminisme modern tidak lagi dapat diakses oleh
perempuan sehari-hari.*?

g. Teori Feminisme Islam

Feminisme Islam adalah alat analisis atau gerakan
yang bersifat historis dan konstekstual sesuai dengan
kesadaran baru yang berkembang dalam menjawab masalah-
masalah perempuan yang aktual yang menyangkut
ketidakadilan dan ketidaksejajaran.*

Dari teori-teori ini secara garis besar kerangka teori
menyinggung pada diskriminasi, patriakhi, serta penindasan
terhadap status keperawanan seorang perempuan dalam
perkawinan yang harus diselesaikan secara ilmiah dan

disesuaikan dengan hukum Islam sehingga tidak hanya

*L Ibid, him. 31

% Samantha Johnson, “How To Be A Feminist: Women's
Forum Contributors”, http://www. womensforumaustralia.org, akses 08
Maret 2017.

¥ Siti Muslikatin, Feminisme dan Pemberdayaan dalam
Timbangan, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), him. 47.
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dijadikan sebagai alasan-alasan untuk melakukan pembatalan
pernikahan. Karna akan terjadi diskriminasi kepada
perempuan didalam masyarakatnya hanya karena status
keperawanannya yang tidak dapat membuktikan dengan
adanya darah perawan, sedangkan seorang laki-laki tidak
dipertanyakan status keperjakaannya dalam perkawinan.
Ataupun konsep-konsep keperawanan lainnya yang dijadikan
sebagai alasan-alasan untuk melakukan pembatalan
pernikahan.  Adapun dalam penelitian ini  penulis
menggunakan teori feminisme radikal.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian
kepustakaan (library research) yang hampir semua
aktifitasnya dilakukan di perpustakaan. Biasanya penelitian
ini berhubungan dengan studi pustaka yang memerlukan
banyak informasi dari penelitian terdahulu. Penulis
mempunyai kemungkinan untuk dapat menemukan hal baru
dari penelusuran pustaka tersebut yang belum pernah
diungkapkan oleh penulis atau peneliti terdahulu.®*

Penelitian library research ialah penelitian yang
dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan

berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah

¥Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah
Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan
Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), him.52.
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yang sedang dipertanyakan.*®> Adapun penelitian hukum
keluarga ini dikaji secara kritis hukum Islam dan teori
feminisme dengan menggunakan penelitian pustaka, sehingga
dapat disebut juga legal research, yaitu meneliti dan
menelaah sumber-sumber hukum tertulis, untuk kemudian
dianalisis dengan menggunakan bahan kepustakaan seperti
karya tulis buku-buku maupun karya ilmiah yang berkaitan.*
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode
penelitian deskriptif, sebagai bahan identifikasi secara
analisis kritis terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku.
2. Sumber Data
a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara
langsung untuk memperoleh data.®” Data primer merupakan
sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.
Dalam penelitian ini sumber data primer penulis: UU No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam,

dan Buku tentang Kajian Feminisme.

®Masyhuri dan M. Zainuddin, Metodologi Penelitian,
(Bandung: Rifka Aditama, 2008), him. 50.

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif Tinjauan Singkat , (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), him.23.

7 pJoko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan
Praktek, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011, him. 87.
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b. Sumber Data Sekuder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau
dikumpulkan melalui buku-buku, brosur dan artikel yang
didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian.*® Data
ini mendukung pembahasan penelitian, untuk itu beberapa
sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan
mengkaji secara kritis penelitian tersebut.*’Dalam penelitian
ini sumber data sekunder penulis ialah: Buku tentang
Perkawinan, Buku Tentang Keperawanan, Figih Kedokteran,
jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Analisis Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu
kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada
pengertian penelitian yang sebenarnya. Pengumpulan data
adalah langkah yang paling utama dalam penelitian untuk
mendapatkan data. Tanpa pengumpulan data, penulis tidak
akan mendapatkan data yang memenuhi standard data yang
ditetapkan. Adapun pengumpulan data yang penulis ambil
yaitu penulis sesuai dengan jenis penelitiannya sebagai
sebuah penelitian pustaka akan melakukan pengumpulan data
yang berhubungan dengan penelitian. Adapun pengumpulan

data yang digunakan yaitu dengan mengkaji serta menelaah

% Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi,
Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-llmu Sosial Laiinya, (Jakarta:
Kencana, 2005), him. 119.

¥ Lexy J Meleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Off Set, 2006), him. 160.
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berbagai sumber rujukan serta sumber tertulis lainnya yang
relevan dengan penelitian ini.

Analisis data dalam  penelitian ini  akan
menggunakan content analysis.”> Content analysis merujuk
pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual
diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah,
dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna,
signifikansi, dan relevansinya.** Dalam penelitian ini penulis
membahas dengan menggunakan kajian hukum Islam dan

teori feminisme untuk menganalisis permasalahan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika pebahasan agar
menjadi sitematis, mudah, terarah, yang terdiri atas lima Bab,
yakni sebagai berikut:

Bab Pertama, meliputi latar belakang masalah.
kemudian, rumusan masalah yang menyimpulkan pokok dari
latar belakang masalah. selanjutnya tujuan dan kegunaan
penelitian untuk mengarahkan kemana tujuan dan kegunaan
dari penelitian ini sebagai deskripsi proyeksi penelitian ini
baik kegunaan secara teoritis dan praktis. Kemudian telaah
pustaka terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer

“0 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi 1, (
Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), him. 49.

! Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kulitatif: Aktualisasi
Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo, 2007), him. 203.
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yang membahas subyek yang sama, kerangka teoritik yang
menyajikan teori atau kerangka konseptual sebagai analisis
masalah yang diteliti, kemudian metode penelitian yang
terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber
data, analisis data, kemudian sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini menjelaskan tinjauan
perspektif hukum Islam serta perspektif feminisme kerangka
teori dengan beberapa sub-sub judul. Secara umum sebagai
tinjauan umum tentang data-data sekunder terkait.

Bab Ketiga, bab ini menggambarkan dan
menjelaskan mengenai sistematika konsep keperawanan dan
pembatalan pernikahan yang disajikan secara deskriptif
dengan mengolah data sekunder dan primer.

Bab Keempat, bab ini terkait jawaban dari rumusan
masalah dengan menggunakan content analysis, bab ini akan
menganalisis serta meninjau dan mengkomprehensifkan data-
data primer dan sekunder. Artinya analisis yang dibangun
dari kerangka teori yang dipakai terhadap menganalisis
rumusan masalah penelitian.

Bab Kelima, bab ini berisi kesimpulan dan saran-
saran. Yang memuat dan memaparkan jawaban dari rumusan
masalah dan dilengkapi dengan saran-saran konstruktif untuk

pengembangan penelitian selanjutnya.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini

sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam konsep keperawanan
adalah  perempuan yang belum pernah
melakukan hubungan badan baik secara haram
(zina) maupun secara halal (menikah) maka
perempuan ini disebut perawan. Seseorang
dianggap tidak perawan jika telah melakukan
hubungan badan diluar nikah. Sementara
menurut feminisme keperawanan adalah wilayah
privasi, namun perawan masih dilihat dari
keutuhan selaput dara atau hymen dan belum
pernah melakukan hubungan badan. Karna itu
seseorang yang hymennya robek baik karena

alasan medis maupun telah melakukan hubungan

123
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badan tidak dapat dianggap sebagai perempuan
yang tidak perawan.;

Karna itu maka konsep keperawanan antara dua
sistem hukum atau pandangan ini akan
berimplikasi kepada pandangan
ketidakperawanan dalam kasus pembatalan
pernikahan. Menurut hukum Islam pembatalan
pernikahan  bisa dilakukan karna tidak
perawannya wanita itupun jika wanita tersebut
tidak berterus terang bahwa sebelum pernikahan
pernah melakukan zina atau kejadian hilangnya
perawan dengan unsur medis dan tidak adanya
kerelaan serta  keridhaan laki-laki  untuk
melanjutkan pernikahan, sementara menurut
feminisme  meskipun  mengakui  konsep
keperawanan namun tidak mengakui ketentuan
pembatalan pernikahan ~ dengan  alasan
ketidakperawanan baik dalam kondisi wanita

tersebut telah melakukan hubungan sexual
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apalagi dalam kondisi hilangnya perawan dengan
alasan kecelakaan, jatuh, menstruasi Yyang
menyebabkan robeknya hymen karna bagi
feminisme itu adalah hak untuk perempuan
dalam menyerahkan keperawanan dan hak
perempuan untuk menikah dengannya dan dia
punya hak untuk tidak mengatakan kepada
suaminya tentang masalalunya.
B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mencoba

memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Urusan Agama, untuk membantu
mensosialisasian  kepada pasangan-pasangan
yang hendak menikah tentang konsep
keperawanan serta bagaimana metodenya agar
pasangan-pasangan ini memahami bahwa konsep
keperawanan bukanlah konsep yang di putuskan
oleh hukum adat di masyarakat, tetapi menjadi

proses tolak ukur untuk menjaga
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keberlangsungan ~ rumah  tangga  dalam
menumbuhkan sikap saling percaya, saling
mencintai, dan saling menjaga.

Kepada Pengadilan Agama, bahwa
persengketaan dalam putusan terkait dengan dalil
masalah keperawanan seharusnya para hakim
dengan hak Ex Officio dapat mendatangkan saksi
ahli termasuk dalam hal ini kedokteran spesialis
yang memahami hal ini, selain juga
mempertimbangkan  dalil-dalil  yang telah
dikemukakan  terkait  pemeriksaan  yang
dilakukannya sebagai pembuktian yang akurat.
Selain itu perlu juga bantuan hukum lainnya,
seperti  Komisi Nasional Perempuan untuk
melindungi Hak-Hak perempuan yang terkena
kasus demikian.

Kepada Badan Penasihat Pembinaan dan
Pelestarian  Perkawinan, dalam pemberian

nasehat pranikah diajarkan pula pendidikan seks
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yang baik agar pasangan-pasangan yang akan
menikah agar memiliki paradigma yang lebih
ilmiah dan sehat terkait konsep keperawanan.

. Dan kepada Tokoh Agama atau Tokoh
Masyarakat, untuk dapat memberikan nasehat
dalam kegiatan atau acara walimah pesta
pernikahan untuk mengajarkan dan
mengingatkan landasan pernikahan dan tujuan

utama pernikahan.
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TERJIEMAHAN AL-QUR’AN, HADITS DAN ISTILAH-

ISTILAH

Hal.

Nomor
Footnote

Ayat Al-
Qur’an, Hadits
dan Istilah-
Istilah

Terjemahan Ayat dan
Hadits serta
Pengertian Istilah

61

110

(Riwayat Abu
Daud 17:3, Ibn
Majah vol.1,
318).

Sesuatu perbuatan
yang halal  yang
paling dibenci oleh
Allah adalah talak
(perceraian).

67

114

Q.San-
Nisa’[4]:34

“... Perempuan-
perempuan yang kamu
khawatirkan akan
nusyuz, hendaklah
kamu beri nasihat
kepada mereka,
tinggalkanlah mereka
di tempat tidur (pisah
ranjang), dan (kalau
perlu) pukullah
mereka. Tetapi jika
mereka mentaatimu,
maka janganlah kamu
mencari-cari alasan
untuk
menyusahkannya.
Sungguh, Allah
Mahatinggi,
Mahabesar.”

69

115

Q.San-
Nisa’[4]:128

“Dan jika seorang
perempuan kKhawatir
akan nusyuz atau
bersikap tidak acuh,
maka keduanya dapat




mengadakan
perdamaian yang
sebenarnya, dan
perdamaian itu lebih
baik (bagi mereka)
walaupun manusia itu
menurut tabiatnya
kikir. Dan jika kamu
memperbaiki
(pergaulan dengan
isterimu) dan
memelihara dirimu
(dari nusyuz dan sikap
acuh tak acuh), maka
sungguh, Allah
Mahateliti terhadap
apa yang kamu
kerjakan.”

69

115

Q.S an-
Nisa’[4]: 35

“Dan jika kamu
khawatir terjadi
persengketaan antara
keduanya maka
kirimlah seorang juru
damai dari keluarga
laki-laki dan seorang
juru damai dari
keluarga perempuan.
Jika keduanya (juru
damai itu) bermaksud
mengadakan
perbaikan, niscaya
Allah memberi taufik
kepada suami-isteri
itu. Sungguh Allah
Maha Mengetahui,
Mabhateliti.”




74

126

Istilah

‘Perkawinan menurut
syara’ yaitu akad yang
ditetapkan syara’
untuk membolehkan
bersenang-senang
antara laki-laki
dengan perempuan
dan menghalalkan
bersenang-senangnya
perempuan dengan
laki-laki.’

74

128

Istilah

‘Nikah menurut
syara’ merupakan
akad yang
mengandung
ketentuan hukum
kebolehan hubungan
seksual dengan lafadz
nikah atau dengan
kata-kata yang
semakna dengannya.’

75

129

Istilah

‘Akad yang
mengandung
ketentuan hukum
kebolehan hubungan
seksual dengan lafadz
nikah atau tazwij atau
semakna dengan
keduanya.’

75

129

Istilah

‘Akad yang
memberikan  faedah
hukum kebolehan
mengadakan

hubungan  keluarga
(suami istri) antara
pria dengan wanita
dan mengadakan




tolong menolong dan
member batas hak
bagi pemiliknya serta
pemenuhan kewajiban
bagi masing-masing.’

76

132

Q.S An-Nur
[24]: 32

“Dan nikahkanlah
orang-orang yang
masih membujang
diantara kamu, dan
juga orang-orang yang
layak (menikah) dari
hamba-hamba
sahayamu yang laki-
laki dan perempuan.
Jika mereka miskin
Allah akan memberi
kemampuan kepada
mereka dengan
kurnia-Nya. Dan
Allah Maha luas
(pemberian-
Nya),Maha
Mengetahui”

76

133

Ar -Rum [30]:
21

“Dan di antara tanda-
tanda (kebesaran)-Nya
ialah Dia menciptakan
pasangan untukmu
dari jenismu sendiri,
agar kamu cenderung
dan merasa tenteram
kepadanya, dan Dia
mejadikan diantaramu
rasa kasih dan sayang.
Sungguh, pada yang
demikian itu benar-
benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran




Allah) bagi kaum
yang berfikir”

77

134

HR. At-
Tirmidzi

“Ada empat perkara
yang termasuk Sunnah
para Rasul: rasa-malu,
memakai wewangian,
bersiwak, dan
menikah."

80

138

H.R. Baihaqi

“Hendaklah kalian
menikah dengan gadis
karena mereka lebih
segar baunya, lebih
banyak anaknya
(subur), dan lebih rela
dengan yang sedikit”

80

138

HR. lbnu
Majah dan
Ath-Thabarani

“Carilah istri yang
masih perawan. sebab,
rahim mereka lebih
subur, mulut mereka
lebih lembut, tipu
dayanya lebih sedikit,
dan lebih ridha
menerima penghasilan
yang sedikit.”

82

142

Istilah

Keperawanan adalah
menggambarkan
tentang selaput dara
(hymen). Jika
keperawanan seorang
perempuan hilang
sebab hubungan
badan yang halal atau
haram atau wathi
syubhat maka ia




menjadi tidak
perawan”
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Hormat Saya,

NADA PUTRI ROHANA, S.H.,M.H
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